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seperti شيئ ditulis syai,un. 

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai 
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ABSTRAK 

 

Achmad Zein Islamul Salam, 2025, Marital Rape; Perspektif Aktivis Perempuan 

Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga 

Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid 

Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. II. Dr. H. 

Ali Trigiyatno, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Marital Rape, Aisyiyah, Muslimat NU, Hukum Positif Indonesia, 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 

Penelitian ini mengkaji perspektif aktivis perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU 

di Surabaya terhadap fenomena marital rape dan kritik mereka terhadap konsep 

tersebut dalam hukum positif Indonesia. Menggunakan  pendekatan  Deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi 

pustaka, penelitian ini melibatkan enam tokoh kunci dari kedua organisasi 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivis kedua organisasi memiliki 

perspektif yang komprehensif namun berbeda dalam penekanannya. Aisyiyah 

menekankan kesetaraan dalam hubungan suami-istri melalui konsep mu'asyarah  

bil ma'ruf dan hunna libasullakum, sementara Muslimat NU menghadirkan 

interpretasi progresif terhadap konsep qawwamun yang memandang 

kepemimpinan suami sebagai tanggung jawab perlindungan. Kedua organisasi 

mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum positif Indonesia terkait 

penanganan marital rape. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis 

komparatif pendekatan kedua organisasi, eksplorasi program konkret penanganan 

kasus, formulasi model berbasis agama yang mengintegrasikan nilai Islam 

dengan HAM, dan penyusunan batasan marital rape yang kontekstual. Penelitian 

ini merekomendasikan reformasi hukum responsif gender, penguatan 

kelembagaan perlindungan korban, dan pendekatan sosio-kultural terintegrasi 

dalam penanganan marital rape di Indonesia. 
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ABSTRACT 

 

 

Achmad Zein Islamul Salam, 2025, Marital Rape; Perspectives of Women 

Activists of Aisyiyah and Muslimat NU in Surabaya. Thesis, Islamic Family Law 

Program, Postgraduate Studies, State Islamic University of K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. Supervisors: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. II. 

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 

 

Keywords: Marital  Rape, Aisyiyah,  Muslimat  NU, Indonesian  Positive Law, 

Domestic Violence 

 
This research examines the perspectives of women activists from Aisyiyah and 

Muslimat NU in Surabaya regarding the phenomenon of marital rape and their 

critiques of this concept within Indonesian positive law. Using a Descriptive 

approach with data collection techniques through in-depth interviews and 

literature studies, this research involved six key figures from both organizations. 

The findings indicate that activists from both organizations hold comprehensive 

yet differently emphasized perspectives. Aisyiyah emphasizes equality in marital 

relationships through the concepts of mu'asyarah bil ma'ruf (good 

companionship) and hunna libasullakum (they are garments for you), while 

Muslimat NU presents a   progressive interpretation of the qawwamun concept, 

viewing husband's leadership as a protective responsibility. Both organizations 

identify weaknesses in Indonesia's positive legal framework regarding the 

handling of marital rape. The novelty of this research lies in the comparative 

analysis of both organizations' approaches, exploration of concrete case handling 

programs, formulation of religion-based models integrating Islamic values with 

human rights, and development of contextual boundaries for marital rape. This 

research recommends gender-responsive legal reforms, strengthening victim 

protection institutions, and integrated socio-cultural approaches in addressing 

marital rape in Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fenomena marital rape telah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan 

keluarga di Indonesia, mencerminkan distorsi makna dalam relasi suami-istri 

yang sejatinya dibangun atas fondasi kasih sayang dan kesetaraan. Data 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mengungkapkan adanya 5.174 

kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meningkat 

4,06% dari tahun sebelumnya yang tercatat 4.972 kasus (Statistik, 2023). 

Jawa Timur menduduki posisi tertinggi dengan 1.636 perkara pada 2023, 

meningkat dari 1.577 kasus di tahun 2022. 

Lebih memprihatinkan, Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 

2023 menempatkan Indonesia di posisi kedua dalam kasus kekerasan 

seksual dengan peningkatan 25% setiap tahun, menandakan krisis yang 

memerlukan penanganan sistematis (Perempuan, 2023). Urgensitas 

permasalahan marital rape semakin mengemukakan ketika melihat 

dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Kekerasan seksual dalam rumah 

tangga tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga meninggalkan trauma 

psikologis mendalam. 

Kajian Hidayati (2023) menunjukkan bahwa korban marital rape 

sering mengalami gejala Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang dapat 

bertahan bertahun-tahun, bahkan setelah perkawinan berakhir. Dampak 

psikologis ini mengganggu kemampuan korban berfungsi optimal dalam 
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kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi ini bertentangan dengan konsep 

perkawinan dalam Islam yang memposisikan hubungan suami-istri sebagai 

ikatan suci (mitsaqan ghalidzan) untuk membentuk keluarga sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. 

Problem hukum yang signifikan dalam konteks marital rape adalah 

ketidakjelasan pengaturan dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah menyediakan 

payung hukum untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, definisi dan 

penanganan khusus terhadap marital rape belum tegas diatur. Pasal 8 UU 

PKDRT memang menyebutkan kekerasan seksual sebagai bentuk KDRT, 

namun tidak eksplisit mengategorikan pemaksaan hubungan seksual dalam 

perkawinan sebagai tindak pidana. 

Ambiguitas ini menciptakan ruang interpretasi beragam di kalangan 

penegak hukum, sehingga menyulitkan korban memperoleh perlindungan 

dan keadilan. Penelitian Helmi (2022) memperlihatkan bahwa dari 100 

kasus marital rape yang dilaporkan, hanya 23% yang berhasil diproses 

hingga pengadilan, sementara mayoritas terhenti di tahap awal karena 

kesulitan pembuktian dan ketidakjelasan regulasi. Kekosongan hukum ini 

menjadi hambatan serius dalam upaya memberikan keadilan bagi korban. 

Kompleksitas permasalahan marital rape juga terletak pada benturan 

interpretasi antara kewajiban istri melayani suami dengan konsep 

mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan baik) dalam Islam. Pemahaman tekstual 

QS. Al-Baqarah ayat 223 sering dijadikan justifikasi pemaksaan hubungan 
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seksual dalam perkawinan. Ayat yang berbunyi "Istri-istrimu adalah ladang 

bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan dan bagaimana saja kamu 

kehendaki" kerap ditafsirkan literal untuk membenarkan dominasi seksual 

suami. 

Namun, kajian  kontemporer Azwarfajri  (2020) menunjukkan bahwa 

ayat  tersebut  harus dipahami dalam konteks lebih luas, dengan 

mempertimbangkan prinsip kesalingan dan penghormatan terhadap martabat 

perempuan. Abdullah (2024) menegaskan bahwa ayat tersebut 

sesungguhnya berbicara tentang cara berhubungan seksual, bukan 

pemaksaan, dan harus dibaca selaras dengan ayat-ayat lain yang 

menekankan kasih sayang dalam hubungan suami-istri. Penafsiran yang 

komprehensif ini penting untuk mencegah penyalahgunaan teks keagamaan. 

Yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana dua organisasi 

perempuan Islam terbesar Indonesia Aisyiyah dan Muslimat NU memiliki 

pendekatan berbeda namun komplementer dalam memandang dan 

menangani kasus marital rape. Aisyiyah, berafiliasi dengan 

Muhammadiyah, dikenal dengan pendekatan reformis-progresif dalam 

menafsirkan ajaran Islam, mengembangkan konsep "perempuan 

berkemajuan" yang menekankan kesetaraan gender dalam relasi perkawinan. 

Menurut Dzuhayatin (2021), pendekatan Aisyiyah lebih eksplisit dalam 

mengadvokasi rekonstruksi tafsir ayat-ayat Al-Quran terkait relasi suami-

istri. 
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Di sisi lain, Muslimat NU yang berakar pada tradisi pesantren 

mengedepankan pendekatan kultural dengan penekanan pada nilai-nilai 

kearifan lokal dan tradisi keislaman dalam masyarakat Indonesia. Rahman 

(2022) mengungkapkan bahwa Muslimat NU lebih menekankan 

pembentukan karakter dan pendidikan akhlak sebagai upaya preventif 

terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk marital rape. Pendekatan 

ini terwujud dalam program "Keluarga Maslahah" yang bertujuan 

membangun keluarga harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam dan kearifan 

lokal. 

Dialog antara kedua pendekatan tersebut memberikan wawasan 

berharga dalam memformulasikan model penanganan marital rape yang 

kontekstual dengan realitas masyarakat Indonesia. Studi Wardah (2022) 

menunjukkan bahwa integrasi pendekatan berbasis hak dari Aisyiyah dengan 

pendekatan kultural dari Muslimat NU dapat menghasilkan strategi 

penanganan marital rape yang lebih efektif dan diterima masyarakat. 

Kolaborasi ini vital mengingat sensitivitas isu marital rape dalam 

masyarakat religius Indonesia. 

Secara umum, Aisyiyah dan Muslimat NU menunjukkan sikap tegas 

terhadap marital rape, meski dengan penekanan berbeda. Faizah (2020) 

mencatat bahwa Aisyiyah cenderung lebih eksplisit dalam mengadvokasi 

rekonstruksi fiqh munakahat yang sensitif gender, termasuk pengakuan 

terhadap marital rape sebagai bentuk kekerasan yang dilarang dalam Islam. 
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Mereka aktif mengembangkan Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah 

(BIKKSA) yang mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Sementara itu, Machrusah (2020) mengidentifikasi bahwa Muslimat 

NU lebih menekankan penguatan nilai-nilai kekeluargaan dan pendekatan 

mediasi dalam penanganan kasus KDRT. Mereka mengembangkan program 

"Keluarga Maslahah" untuk membangun keluarga harmonis melalui 

penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Dalam konteks marital 

rape,  Muslimat  NU  memprioritaskan  pendidikan  pranikah dan mediasi 

berbasis nilai-nilai pesantren dalam penanganan kasus. 

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan latar belakang ideologis dan 

sejarah kedua organisasi. Aisyiyah, lahir dari semangat reformisme 

Muhammadiyah, lebih terbuka terhadap reinterpretasi ajaran Islam dengan 

mengakomodasi nilai-nilai universal seperti HAM dan kesetaraan gender. 

Muslimat NU, berakar pada tradisi pesantren, lebih menekankan kontinuitas 

dengan tradisi keilmuan Islam klasik sambil melakukan kontekstualisasi 

secara hati-hati. 

Meski demikian, terdapat literatur gap yang signifikan dalam kajian- 

kajian sebelumnya. Pertama, minimnya penelitian yang membandingkan 

secara langsung pendekatan Aisyiyah dan Muslimat NU dalam isu marital 

rape, khususnya di konteks perkotaan seperti Surabaya dengan dinamika 

sosial-ekonomi kompleks. Meskipun beberapa studi telah mengkaji masing- 

masing organisasi secara terpisah, analisis komparatif mendalam tentang 

respons kedua organisasi ini terhadap isu marital rape masih terbatas. 
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Kedua, belum adanya analisis mendalam tentang bagaimana perspektif 

kedua organisasi memengaruhi pengembangan kebijakan dan program 

penanganan marital rape di tingkat lokal. Studi terdahulu cenderung fokus 

pada aspek normatif-teoretis, kurang memperhatikan bagaimana perspektif 

tersebut diterjemahkan ke dalam program konkret di lapangan. Akibatnya 

muncul kesenjangan antara wacana teoretis dan praktik aktual yang dapat 

menghambat efektivitas upaya pencegahan dan penanganan. 

Ketiga, minimnya kajian yang mengeksplorasi interaksi antara nilai- 

nilai keagamaan dan prinsip-prinsip HAM dalam konteks penanganan 

marital rape dari sudut pandang aktivis perempuan Islam. Bagaimana para 

aktivis perempuan Muslim menyeimbangkan komitmen terhadap nilai-nilai 

keislaman dan perjuangan keadilan gender merupakan aspek yang kurang 

dieksplorasi. Pemahaman tentang hal ini penting untuk mengembangkan 

pendekatan yang efektif dan legitim secara kultural- religius. 

Keempat, terbatasnya kajian yang menganalisis dampak perbedaan 

sosio-ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap prevalensi dan persepsi 

tentang marital rape di kalangan anggota dan target program  Aisyiyah dan 

Muslimat NU. Studi terdahulu cenderung memperlakukan komunitas 

Muslim sebagai kelompok homogen, padahal terdapat keragaman signifikan 

dalam latar belakang sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses 

informasi yang memengaruhi pemahaman dan sikap terhadap isu ini. 

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, 

mengeksplorasi perspektif aktivis perempuan Muslim dari dua organisasi 
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besar di Surabaya sebagai kota metropolitan kedua terbesar Indonesia, 

dengan dinamika kasus KDRT yang kompleks. Surabaya dengan 

heterogenitas sosial, ekonomi, dan budaya yang tinggi menyediakan konteks 

ideal untuk mengkaji bagaimana isu marital rape dipahami dan ditangani 

oleh aktivis perempuan Muslim dalam lingkungan urban modern. 

Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis pendekatan teoretis 

tetapi juga strategi praktis yang dikembangkan kedua organisasi dalam 

penanganan marital rape, termasuk program pendampingan korban dan 

edukasi masyarakat. Dengan fokus pada aspek praktis, penelitian ini mengisi 

kesenjangan antara wacana teoretis dan implementasi lapangan, memberikan 

kontribusi signifikan bagi pengembangan model penanganan yang lebih 

efektif. 

Ketiga, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara 

diskursus keagamaan dan hukum positif dalam penanganan marital rape, 

mengeksplorasi bagaimana aktivis perempuan Muslim menavigasi dualitas 

tersebut  dalam konteks masyarakat religius yang menghadapi tantangan 

modernitas. Analisis ini akan memberikan pemahaman lebih nuansir tentang 

kompleksitas interaksi antara nilai-nilai keagamaan, norma sosial, dan 

prinsip-prinsip HAM. 

Keempat, penelitian ini mengadopsi pendekatan interdisipliner yang 

mengintegrasikan perspektif hukum, teologi, sosiologi, dan studi gender 

dalam menganalisis fenomena marital rape. Pendekatan holistik ini 

memungkinkan pemahaman lebih komprehensif tentang berbagai dimensi 
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marital rape, dari aspek legal-formal hingga implikasi sosial, kultural, dan 

psikologis. Integrasi berbagai perspektif ini dapat menghasilkan 

rekomendasi yang lebih relevan dan aplikatif. 

Di tengah polemik ini, Aisyiyah dan Muslimat NU memainkan peran 

signifikan dalam memberikan pandangan dan solusi atas isu marital rape. 

Aisyiyah menekankan pendekatan berdasarkan ajaran Islam progresif, fokus 

pada kesetaraan gender dalam rumah tangga. Mereka mengembangkan tafsir 

kontekstual  terhadap ayat-ayat Al-Quran terkait relasi suami-istri, seperti 

konsep hunna libasullakum wa antum libasullahunna (QS. Al-Baqarah:187) 

yang menekankan kesalingan dalam hubungan suami-istri. 

Muslimat NU menyoroti pentingnya penafsiran ulang teks-teks agama 

yang cenderung bias gender, untuk memastikan hak-hak perempuan dalam 

perkawinan terlindungi. Dengan basis keilmuan pesantren yang kuat, mereka 

mengembangkan argumentasi berbasis fiqh untuk menolak legitimasi 

marital rape, merujuk pada prinsip la dharara  wa la dhirara dan konsep 

maslahah yang menjadi tujuan utama syariah. Kedua organisasi ini memiliki 

pandangan yang saling melengkapi, menjadikan perspektif mereka relevan 

untuk dianalisis. 

Bagi aktivis Aisyiyah, marital rape bukan sekadar isu kekerasan, 

tetapi tantangan dalam mewujudkan maqashid syariah, khususnya 

perlindungan jiwa (hifdz an-nafs) dan kehormatan (hifdz al-'irdh). Mereka 

mengadvokasi pentingnya edukasi bagi pasangan suami istri agar memahami 

konsep pernikahan sebagai hubungan yang saling menghormati. Pendekatan 
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ini tercermin dalam program Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Biro 

Konsultasi Keluarga Sakinah yang tidak hanya fokus pada fiqh perkawinan. 

Muslimat NU lebih menekankan peran negara dalam memperkuat 

regulasi yang melindungi perempuan, termasuk memperjelas pengaturan 

marital rape dalam hukum nasional. Mereka aktif dalam advokasi kebijakan 

publik terkait perlindungan perempuan dan anak, seperti mendorong 

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak. Mereka juga menekankan pendekatan preventif 

melalui program "Keluarga Maslahah" berbasis nilai-nilai Islam dan 

kearifan lokal. 

Meskipun memiliki pendekatan berbeda, kedua organisasi sama-sama 

sepakat bahwa marital rape tidak dapat dibenarkan secara moral, agama, 

maupun hukum. Upaya mereka tidak hanya terbatas pada advokasi hukum, 

tetapi juga pemberdayaan perempuan melalui program pendidikan, 

pelatihan, dan pendampingan korban. Kolaborasi antara kedua organisasi 

ini, meskipun masih terbatas, menunjukkan potensi besar dalam 

pengembangan model penanganan marital rape yang komprehensif dan 

kontekstual. 

Namun, tantangan tetap ada, terutama resistensi dari masyarakat yang 

masih memandang persoalan ini sebagai urusan domestik. Rahmawati 

(2023) mengungkapkan bahwa banyak korban marital rape enggan 

melaporkan kasus mereka karena takut stigma sosial dan konsekuensi 
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ekonomi. Selain itu, kuatnya interpretasi agama yang bias gender juga 

menjadi tantangan dalam upaya penanganan marital rape. 

Marital rape merupakan isu kompleks di Indonesia, terutama karena 

belum adanya pengakuan eksplisit dalam hukum positif terkait perkosaan 

dalam pernikahan sebagai tindak pidana. Pasal 285 KUHP hanya mengatur 

perkosaan di luar pernikahan, mengecualikan pemerkosaan dalam ikatan 

perkawinan, menciptakan kekosongan hukum dalam perlindungan 

perempuan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekosongan ini 

perlu segera diatasi melalui reformasi hukum yang komprehensif. 

Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah memperluas 

definisi kekerasan untuk mencakup kekerasan seksual, implementasinya 

masih menghadapi  berbagai kendala. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan 

kekerasan seksual meliputi "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut". 

Namun, definisi ini masih terlalu umum dan tidak spesifik mengatur tentang 

marital rape. 

Dengan demikian, studi mengenai marital rape dalam perspektif 

aktivis perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU menjadi penting untuk 

dilakukan. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang upaya 

mereka dalam mengatasi persoalan tersebut, tetapi juga mengungkap 

kontribusi keduanya dalam membangun kerangka hukum dan sosial yang 

lebih adil bagi perempuan Indonesia. Kedua organisasi ini memiliki potensi 
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signifikan untuk mempengaruhi diskursus publik dan kebijakan terkait 

marital rape di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis 

perspektif aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU Surabaya terhadap fenomena 

marital rape, kritik mereka terhadap kerangka hukum yang ada, serta model 

penanganan dalam konteks sosio-kultural setempat. Penelitian ini 

diharapkan berkontribusi signifikan dalam penguatan perlindungan hukum 

bagi korban marital rape melalui pengungkapan dialog antara dua organisasi 

perempuan Islam terbesar. Maka dari itu penulis tertarik untuk menuliskan 

tesis dengan judul “Marital Rape; Perspektif Aktivis Perempuan 

Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya” 

1.2. Identifikasi Masalah 

a. Kurangnya Pemahaman dan Edukasi Tentang Marital Rape. Banyak 

masyarakat, termasuk anggota komunitas Muslim, yang belum 

memahami bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan 

termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Hal ini seringkali 

dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menganggap kewajiban seksual 

istri mutlak tanpa mempertimbangkan hak istri untuk memberikan 

persetujuan. 

b. Perspektif Hukum dan Tantangan Regulasi  Ketidakjelasan atau kurang 

tegasnya pengaturan hukum mengenai marital rape dalam perundang-

undangan Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
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Tangga (UU PKDRT), menyulitkan penanganan kasus secara hukum. 

Aktivis Aisyiyah dan Muslimat mungkin menghadapi tantangan untuk 

mengadvokasi hukum yang lebih melindungi perempuan. 

c. Dinamika Keagamaan dan Interpretasi Gender. Interpretasi ajaran Islam 

yang beragam mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat 

memengaruhi pandangan masyarakat terhadap marital rape. Sebagai 

organisasi yang berbasis Islam, Aisyiyah dan Muslimat perlu 

memberikan penafsiran keagamaan yang mendukung perlindungan 

perempuan dari kekerasan seksual dalam pernikahan. 

d. Kurangnya Dukungan Sosial dan Stigma Masyarakat. Korban marital 

rape seringkali menghadapi stigma sosial, yang membuat mereka enggan  

melaporkan atau mencari bantuan. Aktivis Aisyiyah dan Muslimat perlu 

memperjuangkan peningkatan kesadaran masyarakat dan penyediaan 

layanan pendukung yang sensitif terhadap kebutuhan korban. 

1.3. Pembatasan Masalah 

a. Perspektif aktivis Aisyiyah dan Muslimat di Surabaya terhadap konsep 

Marital Rape 

b. Kritik Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU terhadap konsep 

Marital Rape Dalam UU PKDRT 2004. 

1.4. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana perspektif aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU di Surabaya 

terhadap konsep Marital Rape? 
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b. Bagaimana Kritik Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat NU 

terhadap konsep Marital Rape Dalam UU PKDRT 2004? 

1.5. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis perspektif aktivis Aisyiyah dan Muslimat di 

Surabaya terhadap konsep marital rape. 

b. Untuk menganalisis Kritik Aktivis Perempuan Aisyiyah dan Muslimat 

NU terhadap konsep Marital Rape Dalam UU PKDRT 2004. 

1.6.  Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

a. Pengayaan Literatur Hukum Islam: Kajian ini menambah literatur 

mengenai interpretasi dan penerapan Hukum Islam, khususnya 

terkait dengan isu marital rape yang seringkali diabaikan dalam 

diskusi hukum tradisional. 

b. Pengembangan Teori Ketahanan Keluarga: Kajian ini dapat 

memperkuat teori ketahanan keluarga dengan menambahkan 

perspektif dari sudut pandang Hukum Islam, menjelaskan 

bagaimana norma-norma tersebut dapat diterapkan untuk 

mencegah kekerasan dalam rumah tangga. 

c. Teori Perlindungan Hukum: Menyediakan dasar teoritis untuk 

pengembangan kebijakan dan hukum yang lebih efektif  dalam 

melindungi hak-hak individu dalam keluarga, khususnya 

perempuan yang rentan terhadap kekerasan. 
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d. Kontribusi pada Teori  Hukum Kritis: Analisis ini memberikan 

kontribusi pada teori hukum kritis dengan menyoroti kesenjangan 

antara hukum tertulis dan praktik sosial dalam konteks 

perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

a. Pedoman Kebijakan: Memberikan panduan bagi pembuat 

kebijakan dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang 

mendukung ketahanan keluarga dan mencegah marital rape. 

b. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Menyediakan informasi 

yang dapat digunakan dalam program edukasi untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan menghargai hak-

hak pasangan. 

c. Peningkatan Pelayanan Konseling: Kajian ini dapat membantu 

lembaga konseling keluarga dalam merancang program intervensi 

yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kasus 

kekerasan dalam rumah tangga. 

d. Bantuan Hukum dan Perlindungan Korban: Memberikan 

landasan bagi pemberi bantuan hukum untuk memperjuangkan 

hak-hak korban marital rape dalam kerangka hukum Islam, serta 

memperkuat advokasi untuk perlindungan hukum yang lebih 

baik. 
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e. Penguatan Kelembagaan: Mendorong institusi keagamaan dan 

sosial untuk lebih aktif dalam mempromosikan norma-norma 

Islam yang mendukung kesetaraan gender dan melawan segala 

bentuk kekerasan dalam keluarga. 

f. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga: Dengan menerapkan 

hasil kajian ini, diharapkan dapat tercipta keluarga yang lebih 

harmonis dan sejahtera, di mana hak dan kewajiban setiap 

anggota keluarga dihormati. 
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BAB VII 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian latar belakang hingga pembatasan diatas maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Aktivis kedua organisasi perempuan Islam menunjukkan pemahaman 

mendalam tentang konsep marital  rape  sebagai bentuk kekerasan berbasis 

ketimpangan relasi kuasa. Aisyiyah mengkarakterisasi fenomena ini sebagai 

pelanggaran prinsip kesetaraan dan mu'asyarah  bil  ma'ruf  (pergaulan baik), 

menekankan bahwa pemaksaan seksual mencerminkan distorsi nilai-nilai 

keislaman dalam pernikahan. Muslimat NU mengidentifikasi marital rape 

sebagai penyimpangan dari tujuan sakral pernikahan (sakinah mawaddah 

warahmah), mengkarakterisasinya sebagai tindakan yang melanggar 

integritas personal istri. Menurut Muslimat NU, marital rape bertentangan 

dengan esensi kepemimpinan (qawwamun) yang seharusnya bersifat 

protektif, bukan dominatif. 

Para aktivis kedua organisasi mengimplementasikan pendekatan berbeda 

namun saling melengkapi terhadap UU PKDRT No. 23/2004. Aisyiyah 

melalui BIKKSA dan PLTP2M menyoroti perlunya penyempurnaan definisi 

marital rape, sementara Muslimat NU melalui program Keluarga Maslahah   

menekankan pentingnya penguatan implementasi dan sosialisasi. Kedua 

organisasi mengkritisi UU tersebut dari perspektif berbeda, Aisyiyah pada 
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aspek definisi, Muslimat NU pada implementasi. Mereka merekomendasikan 

reformasi hukum responsif gender dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

Islam dan kompleksitas sosio-kultural Indonesia. 

 

7.2. Implikasi 

1. Implikasi Praktis: Penanganan kasus marital rape memerlukan 

penyempurnaan sistem oleh organisasi perempuan Islam melalui 

penguatan jaringan kerjasama, pengembangan program pencegahan yang 

efektif, dan peningkatan kapasitas kader, serta mendorong pembuat 

kebijakan untuk menyempurnakan UU PKDRT, mengembangkan 

kebijakan responsif gender, memperkuat sistem perlindungan hukum bagi 

korban, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga. 

2. Implikasi Sosial: Diperlukan transformasi sosial-budaya melalui 

perubahan paradigma relasi suami-istri, penguatan kesadaran hak-hak 

perempuan dalam perkawinan, pengembangan budaya yang menghormati 

martabat perempuan, serta penguatan sistem sosial yang meliputi 

pengembangan sistem dukungan bagi korban, peningkatan peran 

masyarakat dalam pencegahan kekerasan, dan pemberdayaan perempuan 

berbasis komunitas. 

Implikasi-implikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, perbaikan kebijakan, dan 

transformasi sosial dalam upaya penanganan marital rape di Indonesia. 
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7.3. Saran 

Berdasarkan analisis tesis tersebut, berikut saran-saran yang dapat 

diberikan: 

1. Sebaiknya organisasi perempuan Islam memperkuat koordinasi antar 

organisasi dalam penanganan kasus marital rape serta mengembangkan 

database terpadu untuk dokumentasi dan monitoring kasus. 

2. Seharusnya pemerintah melakukan revisi UU PKDRT dengan 

memasukkan definisi dan batasan yang lebih jelas tentang marital rape 

serta memperkuat sistem perlindungan korban melalui peningkatan 

anggaran dan infrastruktur. 

3. Sebaiknya masyarakat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dalam 

perkawinan melalui pendidikan pranikah dan berpartisipasi aktif dalam 

program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. 

4. Seharusnya penelitian selanjutnya melakukan studi komparatif tentang 

penanganan marital rape di berbagai daerah di Indonesia dan mengkaji 

dampak jangka panjang program pendampingan korban. 

Saran-saran ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan 

sistem penanganan marital rape yang lebih efektif dan berkeadilan di 

Indonesia 
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